
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dipandang perlu
mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 61);

10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Peiperintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pesawaran Tipe A.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pesawaran.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pesawaran.



8. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran.

9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran.

10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan
di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh kepala Dinas
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Keuangan;

b. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1) Seksi Sekolah Dasar;
2) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTS,

c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :

1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
3) Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)
membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
1) Seksi PAUD;
2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah;
3) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUDNI.



e. Bidang Kebudayaan membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari :

1) Seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional;
2) Seksi Seni dan Budaya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;

c, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan;

e, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya

{3} Uraian tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

a. mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan
dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan dinas;

b. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan
pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pendidikan, agar sesuai
dengan rencana strategis (renstra) yang telah ditentukan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam
bidang pendidikan, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan
gerak dalam pelaksanaan pembangunan;

d, mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan dinas
pendidikan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

e. membagi habis tugas kedinasan di bidang teknis dan administrasi kepada
bawahan/staf, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan dinas
pendidikan mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya;

f. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

g. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah dan kebijakan yang akan diambil di bidang pendidikan;

h, menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas bawahan;



i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

j. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan
pertimbangan lebih lanjut.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat,
penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum,
kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(4) Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
a, menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan menetapkan
kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

c. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh bidang dan sub Bidang dalam lingkup badan;

d. mengelola pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
e, mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan,

aset dan perlengkapan;
f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum,

pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset;
g. melakukan penilaian prestasi kerja para Sub Bagian dalam rangka pembinaan

dan pengembangan karier;
h. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan

pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan

kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretans.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta admimstrasi surat

menyurat dan barang inventaris kantor.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut .

a. melaksanakan tugas bidang umum dan kepegawaian dinas;

b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan
rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan
di lingkungan kerja dinas;

e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor dan aset lainnya;

f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan dinas;

g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
menginventarisasikan barang-barang inventaris;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;

i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan
data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas;

j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta
pemberian penghargaan;

k, melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian
pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan
peningkatan kesejahteraan pegawai;

1. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin
pegawai;

n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan Sub Bagian umum
dan kepegawaian;

o. menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.



Paragraf 4
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan
membuat Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai
berikut:
a. melaksanakan tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

c. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan
dinas;

d. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan
tahunan dinas;

e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing
unit kerja;

f. mengoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pendidikan
dan kebudayaan;

g. menghimpun bahan-bahan laporan dinas dari semua bidang dan sekretariat
di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan evaluasi;

h. mengoordinir penyiapan laporan triwulan, semesteran dan tahunan dinas
pendidikan dan kebudayaan;

i. merencanakan penyelenggaraan rapat kerja pendidikan dan kebudayaan dan
rapat konsultasi pendidikan dan kebudayaan secara berkala;

j. mengoordinir penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja dinas;

k. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan;
1. menyusunan dan membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(lakip) ;
m. menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;

n. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
o. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan

program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya;
p. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta

menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
q. menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;



r, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 5
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat Pengeolaan
Administrasi Keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas di bidang keuangan pada dinas pendidikan dan

kebudayaan;

b. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan
anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

c. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;

d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;

e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan
keuangan;

g. menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

i. melaksanakan tugas di bidang keuangan pada dinas pendidikan dan
kebudayaan;

j. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan
anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Paragraf 6
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 9

(1) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

(2) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan dan
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar
dan Menengah.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam
rangka penyusunan program kerja dinas pendidikan sebagai pedoman
anggaran pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja bidang
pendidikan dasar untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas,

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas di bidang Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP), penyiapan pemberian izin pembukuan pelaksanaan akreditas
sekolah swasta di bidang pendidikan dasar dan SMP, menetapkan petunjuk
penerimaan siswa, kurikulum, muatan lokal dan melaksanakan kurikulum
nasional, penilaian hasil belajar, pengadaan buku pelajaran pokok, STL,
pendistribusian serta Pengoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan SD dan
SMP dalam pengendalian, membimbing sekolah, agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;

c. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas pengelolaan bidang perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan,
pemeliharaan gedung dan pengadaan. penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan atas barang-barang inventaris dinas dan usulan
penghapusan barang perlengkapan pada bidanng pendidikan dasar, agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah
disusun;

d. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas di bidang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan
yang meliputi penyiapan rencana dan pengadaan, pemerataan, penempatan
dan peningkatan mutu karier pada tenaga kependidikan dan tenaga non
kependidikan, penyiapan usulan izin belajar dan tugas belajar, penyiapan
rencana penataran dan diklat penjenjangan struktural, penyiapan bahan
usulan pengangkatan calon kepala sekolah dan calon pejabat struktural, serta
pengumpulan dan pengolahan data dan keadaan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan untuk usulan kenaikan pangkat pada bidang pendidikan dasar,
agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang ditetapkan dengan
peraturan ini;

e. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang pendidikan serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan
dengan tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar;

f. membagi habis tugas pada bidang pendidikan dasar kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

g. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;

h. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan kerja sama dengan unit kerja terkait guna menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas;



k. membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut;

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7
Seksi Sekolah Dasar

Pasal 10

(1) Seksi Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

(2) Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Dasar;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordïnasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sekolah Dasar sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di

lingkungan bidang pendidikan dasar dalam rangka penyusunan rencana
program kerja Seksi Sekolah Dasar untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Sekolah Dasar dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Sekolah Dasar;

d. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan pertunjuk pelaksanaan
kalender pendidikan Sekolah Dasar;

e. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) pada sekolah
dasar;

f. Melaksanakan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pada
sekolah dasar;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada sekolah
dasar;

h. Melaksanakan pengawasan pengendalian penerapan kurikulum dan
penentuan target ketercapaiannya;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian kurikulum;
j. Mengoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pada sekolah

dasar;
k. Melakukan pembinaan dan pengelolaan pengajaran melalui Kelompok Kerja

Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
1. Menyusun dan melaksanakan pengembangan kurikulum alternative dan

pengajarannya;
m. Melaksanakan dan memfasilitasi lomba bidang sains.



n memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di

lingkungan Seksi Sekolah Dasar agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya guna dan berhasil guna;

o membagi habis tugas Seksi Sekolah Dasar kepada aparatur non struktural
umum sebagai bawahannya, agar setiap persoml memahami tugas dan

tanggung jawabnya;
p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai

bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

r. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Seksi Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11

(1) Seksi Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala. Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar

dan Menengah.

(2) Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Menengah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pendidikan dasar dalam rangka penyusunan rencana
program kerja Seksi Sekolah Menengah Pertama untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Sekolah Menengah Pertama dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Sekolah Menengah
Pertama;

d. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan pertunjuk pelaksanaan
kalender pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

e. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) pada Sekolah
Menengah Pertama;

f. melaksanakan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pada
Sekolah Menengah Pertama;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada Sekolah
Menengah Pertama;



h. melaksanakan pengawasan pengendalian penerapan kurikulum dan
penentuan target ketercapaiannya;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian kurikulum;

j. mengoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pada sekolah
dasar;

k. melakukan pembinaan dan pengelolaan pengajaran melalui Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);

1. menyusun dan melaksanakan pengembangan kurikulum alternative dan
pengajarannya;

m. melaksanakan dan memfailitasi lomba bidang sains;

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Seksi Sekolah Menengah Pertama agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

o. membagi habis tugas Seksi Sekolah Menengah Pertama kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

r. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 9
Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTS.

Pasal 12

(1) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTS dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

(2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTS mempunyai tugas
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan
Dasar dan Menengah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Sekolah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTS mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD/MI,
SMP/MTS sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama dalam rangka penyusunan program kerja seksi
tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;



b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas di bidang tenaga kependidikan serta pembinaan yang mehputi
penyiapan rencana dan pengadaan, pemerataan, penempatan dan

peningkatan mutu karier pada tenaga pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama, penyiapan usulan izin belajar dan tugas belajar,

penyiapan rencana penataran, penyiapan bahan usulan pengangkatan calon
kepala sekolah, serta pengumpulan dan pengolahan data dan keadaan tenaga

kependidikan untuk usulan kenaikan pangkat, agar dalam pelaksanaan tugas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. merencanakan kebutuhan pengadaan, pemerataan dan pengangkatan tenaga
kependidikan di SD dan SMP;

e. mempersiapkan bahan usulan izin belajar dan tugas belajar serta usulan
kenaikan pangkat/ penilaian angka kredit Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

f, mempersiapkan bahan usulan pengangkatan dan mutasi Tenaga
Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

g. melakukan inventarisasi dan mengolah data keadaan tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

h. mempersiapkan bahan usulan pensiun, DP3, cuti, wiyata bhakti bagi Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama;

i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural
umum di lingkungan Seksi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai
bawahan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil
guna;

j. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama sebagai langkah dalam pelaksanaan tugas seksi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya
guna dan berhasil guna;

1. membagi habis tugas seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama kepada aparatur non struktural umum
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung
jawabnya;

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan
program lebih lanjut;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 10
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 13

(1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
kebudayaan.



(2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang;

b, pelaksanaan program dan kegiatan;
c, pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam
rangka penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman anggaran
pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja bidang gedung dan
perlengkapan untuk dijadikan bahan acnan dalam pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memanlau bawahan dalam melaksanakan
tugas pengelolaan bidang perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan,
pemeliharaan gedung dan pengadaan. penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan atas barang-barang inventaris dinas dan usulan
penghapusan barang perlengkapan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
sesuai dengan program kerja yang telah disusun;

c. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang tenaga kerja sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang
gedung dan perlengkapan;

d. membagi habis tugas pada bidang gedung dan perlengkapan kepada bawahan
agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;

e. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;

f. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
h. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;
i. membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan

bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 11
Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

Pasal 14

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas Penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan
Prasarana Sekolah Dasar.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang,

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pendidikan dasar dalam rangka penyusunan rencana
program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan penyusunan bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. menyusun rencana dan mengoordinasikaii dan/atau melaksanakan program
penyediaan prasarana dan sarana sekolah, pembangunan, pemeliharaan,
rehabilitasi gedung-gedung Sekolah Dasar;

d. menyiapkan menyajikan dan menyampaikan semua jenis laporan yang
berhubungan dengan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
sesuai dengan ketentuan yang ada, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
sesuai dengan program kerja yang telah disusun;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan sarana
prasarana Sekolah Dasar yang bersumber dari pemerintah dan pihak lain;

f. melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan atas barang-barang inventaris kantor dan usulan
penghapusan barang perlengkapan;

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non sruktural umum di
lingkungan seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

h. membagi habis tugas seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya;

i. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
k. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 12
Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Pasal 15

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan
Prasarana Sekolah Menengah Pertama.



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pendidikan menengah pertama dalam rangka penyusunan
rencana program keija Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Pertama untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan penyusunan
bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyusun rencana dan mengoordinasikan dan/atau melaksanakan program
penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pembangunan, pemeliharaan,
rehabilitasi gedung-gedung Sekolah Menengah Pertama;

d. menyiapkan menyajikan dan menyampaikan semua jenis laporan yang
berhubungan dengan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Pertama sesuai dengan ketentuan yang ada, agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan sarana
dan prasarana Sekolah Menengah Pertama yang bersumber dari pemerintah
dan pihak lain;

f. melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan atas barang-barang inventaris kantor dan usulan
penghapusan barang perlengkapan;

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non sruktural umum di
lingkungan seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama agar
dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

h. membagi habis tugas seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

i. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
k. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 13
Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI

Pasal 16

(1) Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana.



(2) Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI mempunyai tugas Penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana PAUDNI.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Sarana dan Prasarana PAUDNI mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pendidikan usia dini dalam rangka penyusunan rencana
program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan penyusunan
bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyusun rencana dan mengoordinasikan dan/atau melaksanakan program
penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pembangunan, pemeliharaan,
rehabilitasi gedung-gedung Pendidikan Anak Usia Dini;

d. menyiapkan menyajikan dan menyampaikan semua jenis laporan yang
berhubungan dengan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang ada, agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan sarana
dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini yang bersumber dari Pemerintah
dan pihak lain.

f. melaksanakan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan atas barang-barang inventaris kantor dan usulan
penghapusan barang perlengkapan;

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non sruktural umum di
lingkungan seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

h. membagi habis tugas seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

i. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

k. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 14
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)

Pasal 17

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan.



(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)
mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan
teknis serta melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan

Informal (PAUDNI).

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) mempunyai

fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
(PAUDNI) sebagai berikut :
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam

rangka penyusunan program kerja dinas pendidikan sebagai pedoman
anggaran pendapatan dan belanja dinas, serta rencana kerja tenaga
kependidikan dan non kependidikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan
tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas bidang Pendidikan Usia Dini, Non Formal dan Informal yang meliputi
pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas penyiapan penggunaan
buku akreditas TK, PAUD, Pelaksanaan Pengurusan Sekolah Pendidikan Non
Formal dan Informal. Penetapan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa
kurikulum muatan lokal dan melaksanakan kurikulum, penilaian hasil
belajar, pengadaan buku pelajaran pokok, STL, pengadaan, pendistribusian,
pendayagunaan serta Pengoordinasian pelaksanaan tugas penilik sekolah Non
Formal dan Informal dalam mengendalikan, membimbing dan menilai
pendidikan Sekolah Non Formal dan Informal, agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, serta Peraturan
Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pendidikan serta
Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga teknis dan
non teknis sebagai langkah dalam pelaksanaan tugas bidang tenaga teknis
dan non teknis;

d. membagi habis tugas kepada kepala seksi dan staf sesuai dengan substansi
uraian tugas masing-masing yang diatur oleh peraturan ini;

e. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan
untuk bahan menyusun program lebih lanjut;

f. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
h. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang terkait guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;
i. membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan

bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 15
Seksi PAUD

Pasal 18

(1) Seksi PAUD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal
dan Informal (PAUDNI).

(2) Seksi PAUD mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang PAUD.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
PAUD mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi PAUD sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pendidikan usia dini, non formal dan informal dalam
rangka penyusunan rencana program kerja seksi pendidikan anak usia dini
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b, menginventarisasi permasalahan yang bcrhubungan dengan bidang tugas
seksi pendidikan anak usia dini dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. menerbitkan ijin operasional pendidikan anak usia dini dan menyusun
rencana serta program kerja tahunan seksi pendidikan anak usia dini;

d. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan pertunjuk pelaksanaan
kalender pendidikan anak usia dini;

e, mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan siswa baru (psb) pada pendidikan
anak usia dini

f. melaksanakan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pada
pendidikan anak usia dini;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada
pendidikan anak usia dini;

h. melaksanakan pengawasan pengendalian penerapan kurikulum dan
penentuan target ketercapaiannya;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian kurikulum;

j. mengoordinasikan penilaian pendidikan anak usia dini;
k. melakukan pembinaan dan pengelolaan pengajaran melalui ikatan guru

taman kanak-kanak (igtk) dan himpunan pendidikan anak usia dini
(himpaudi);

1. menyusun dan melaksanakan pengembangan kurikulum alternative dan
pengajarannya;

m. melaksanakan dan memfailitasi lomba kreativitas siswa PAUD;



n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi pendidikan anak usia dini agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

o. membagi habis tugas seksi pendidikan anak usia dini, kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

r. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 16
Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 19

(1) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI).

(2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan
Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah
sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di

lingkungan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
dalam rangka penyusunan program kerja seksi Pendidikan Masyarakat dan
pendidikan Luar Sekolah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi Pendidikan Masyarakat dan pendidikan Luar Sekolah dan menyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas di bidang Kursus dan Kelembagaan serta pembinaan yang meliputi
pengawasan, penyiapan usulan izin operasional, melaksanakan proses
pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan
Masyarakat dan pendidikan Luar Sekolah, pendidikan non formal dan
informal, penyiapan rencana agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang tenaga kependidikan sebagai langkah dalam pelaksanaan tugas
Pendidikan Masyarakat dan pendidikan Luar Sekolah;



e. menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian
Pendidikan Masyarakat dan pendidikan Luar Sekolah, pendidikan non formal
dan informal;

f. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program Pendidikan Masyarakat
dan pendidikan Luar Sekolah;

g. melaksanakan lomba pada Pendidikan Masyarakat dan pendidikan Luar
Sekolah serta lembaga kursus berprestasi;

h. melaksanakan ujian nasional pada lembaga kursus;

i. melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan
Masyarakat dan pendidikan Luar Sekolah;

j memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Non Formal dan Informal, yang berkaitan dengan kegiatan
pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pembinaan
Pendidikan Masyarakat dan pendidikan Luar Sekolah, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi Pendidikan Masyarakat dan pendidikan Luar Sekolah agar
dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

1. membagi habis tugas Pendidikan Masyarakat dan pendidikan Luar Sekolah
kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan
program lebih lanjut;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 17
Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUDNI

Pasal 20

(1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUDNI dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI).

(2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUDNI mempunyai tugas Penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Pendidik
dan Kependidikan PAUDNI.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUDNI mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendulian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUDNI sebagai
berikut :



a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam rangka
penyusunan program kerja seksi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c, memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas di bidang tenaga kependidikan serta pembinaan yang meliputi
penyiapan rencana dan pengadaan, pemerataan, penempatan dan
peningkatan mutu karier pada tenaga pendidikan PAUD, penyiapan usulan
izin belajar dan tugas belajar, penyiapan rcncana penataran, penyiapan bahan
usulan pengangkatan calon kepala sukolah, serta pengumpulan dan
pengolahan data dan keadaan tenaga kependidikan untuk usulan kenaikan
pangkat, agar dalam pelaksanaan tugas scsuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. merencanakan kebutuhan pengadaan, pemerataan dan pengangkatan tenaga
kependidikan di PAUD;

e. mempersiapkan bahan usulan izin belajar dan tugas belajar serta usulan
kenaikan pangkat/penilaian angka kredit Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD;

f. mempersiapkan bahan usulan pengangkatan dan mutasi Tenaga
Kependidikan PAUD;

g. melakukan inventarisasi dan mengolah data keadaan tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUD;

h. mempersiapkan bahan usulan pensiun, DP3, cuti, wiyata bhakti bagi Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;

i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Seksi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI sebagai
bawahan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil
guna;

j. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD sebagai langkah dalam
pelaksanaan tugas seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

1. membagi habis tugas seksi PAUD kepada aparatur non struktural umum
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung
jawabnya;

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan
program lebih lanjut;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
o, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 18
Bidang Kebudayaan

Pasal 2 1

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kcpala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan.



(2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan dan
merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Kebudayaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c, pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Kebudayaan sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam
rangka penyusunan program kerja dinas sebagai pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja bidang kebudayaan untuk
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan
tugas pengelolaan bidang perumusan kebijaksanaan dibidang kebudayaan,
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang
telah disusun;

c. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang kebudayaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang
kebudayaan;

d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginfentarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-
tugas pengembangan budaya;

e. merencanakan melaksanakan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan bidang kebudayaan;

f. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk
teknis di bidang kebudayaan;

g. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi kebudayaan;

h. membagi habis tugas pada bidang kebudayaan kepada bawahan agar setiap
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;

i. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;

j. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

L melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;

m. membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan
bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 19
Seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional

Pasal 22

(1) Seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kebudayaan.

(2) Seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional mempunyai tugas Penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga
Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional mempunyai fungsi :

a, pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;

b. pelaksanaan program dan kegiatan;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional dalam rangka
penyusunan rencana program kerja seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional dan penyusunan bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi,
melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja
Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional dalam hal inventarisasi, pemeliharaan
dan pendataan sumber Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;

d. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

e. Menyusun, mengolah data dan inform;isi, menginfentarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;

f. Melaksanakan perencanaan teknis, mem bi na, mengelola, melestarikan dan
mengembangkan Sejarah, Tradisi dan Kepurbakalaan;

g. Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi
Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional.

h. menyiapkan menyajikan dan menyampaikan semua jenis laporan yang
berhubungan dengan kegiatan Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional sesuai
dengan ketentuan yang ada, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai
dengan program kerja yang telah disusun;

i. membagi habis tugas seksi Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional
Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional, kepada aparatur non struktural umum
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung
jawabnya;



j. mengumpulkan, menghimpun dan mcnyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

1. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 20
Seksi Seni dan Budaya

Pasal 23

(1) Seksi Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

(2) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Seni dan Budaya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi
Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Seni dan Budaya sebagai berikut :
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di

lingkungan bidang Seni dan Budaya dalam rangka penyusunan rencana
program kerja seksi Seni dan Budaya untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas
seksi Seni dan Budaya dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. Menyusun, mengolah data dan informasi, menginfentarisir permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
kebudayaan dan kesenian;

d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan seksi kebudayaan dan kesenian;

e. Melaksanakan perencanaan teknis, membina, mengelola, melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan dan kesenian;

f. Melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi seksi kebudayaan
dan kesenian;

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan seksi Seni dan Budaya agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya guna dan berhasil guna;

h. membagi habis tugas seksi Seni dan Budaya kepada aparatur non struktural
umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya;

i. mengumpulkan menghimpun dan mcnyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;



j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib méngawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
betanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan
dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengadakan
rapat berkala.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 1 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 93

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEEAfcA-BAGIAN HUKUM
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